
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH AIR MINUM 

BAD AN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

M enim bang : a. bahw a u n tu k  m enjam in  pengelolaan B adan  U saha  Milik

D aerah Air M inum  di Provinsi Sulaw esi Tenggara b e rd asa rk an  

prinsip  p e ru sa h a a n  yang  sehat, m aka  perlu  d ia tu r  p en e tap an

tarif a ir m inum ;

b. bahw a b e rd asa rk an  k e ten tu an  Pasal 58 aya t (4) P e ra tu ran  

Pem erin tah  Nomor 122 T ahun  2015 ten  tang  Sistem  Penyedia 

Air M inum , Kepala D aerah  m em punyai kew enangan u n tu k  

m enetapkan  tarif a ir m inum ;

c. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana d im aksud  

h u ru f  a  dan  h u ru f  b, m aka perlu  m enetapkan  P e ra tu ran  

G u b em u r Sulaw esi Tenggara ten tan g  P enetapan  Tarif B atas 

Atas D an B atas Baw ah Air M inum  B adan  U saha  Milik D aerah;

M engingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) U ndang-U ndang D asar Republik Indonesia

T ahun  1965;

2. U ndang-U ndang Nomor 13 T ahun  1964 ten tan g  P enetapan  

P e ra tu ran  Pem erin tah  pengganti U ndang-U ndang Nomor 2 

T ahun  1964 ten tan g  P em ben tukan  D aerah  T ingkat I Sulaw esi 

Tenggara dengan  m engubah  U ndang-U ndang Nomor 47 

P rp .T ahun 1960 ten tan g  P em ben tukan  D aerah  T ingkat I 

Sulaw esi U tara-T engah d an  D aerah  T ingkat I Sulaw esi
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Menetapkan :

Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1154);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 

Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perum ahan Rakyat 

Nomor PUPR 27/PRM /M /2016 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Penyedia Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1154);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 

tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2016 tentang 

Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

M E M U T U S K A N :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF BATAS

ATAS DAN BATAS BAWAH AIR MINUM BADAN USAHA MILIK

DAERAH
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BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. D a e ra h  a d a la h  D a e ra h  P rov insi S u law esi T enggara .

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenggara 

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan  pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.

3. Badan Usaha M ilik Daerah penyelenggara sistem  

penyediaan  Air Minum yang se lan ju tn y a  d iseb u t BUMD 

adalah Badan Usaha yang d ib en tu k  k h u su s  untuk 

m elakukan  kegiatan  penyelenggaraan  sistem  

penyediaan  air minum yang seluruh a tau  sebagian  besar 

m odalnya dimiliki oleh D aerah.

4. Air Minum adalah air minum yang d ip ro d u k s i BUMD.

5. Direksi adalah Direksi BUMD.

6. Dewan Pengaw as adalah organ P erum da yang b e rtu g as 

m elakukan  pengaw asan  dan m em berikan  n a s ih a t 

kepada Direksi dalam m en ja lankan  keg ia tan  p en g u ru san  

Perum da.

7. Kom isaris adalah organ P erseroda yang b ertu g as 

m elakukan  pengaw asan  dan m em berikan  n a s ih a t 

kepada Direksi dalam m en ja lankan  keg ia tan  p e n g u ru san  

Perseroda.

8. Pelanggan adalah m asy arak a t a tau  institusi yang 

te rd a fta r sebagai penerim a layanan Air Minum u n tu k  

m em enuh i k e b u tu h a n  sendiri.

9. Pelanggan Khusus adalah institusi atau  badan yang 

m e m an  fa a t k an  Air Minum untuk  m em enuh i k e b u tu h a n  

yang diatur dalam perjan jian .

10. Jenis Pelanggan adalah h im p u n an  Pelanggan yang 

m em iliki k esam aan  kriteria dalam m asing-m asing  

kelom pok Pelanggan.
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11. Standar K ebutuhan  Pokok Air Minum ad a lah  kebutuhan

air sebanyak  10 meter k u b ik /k e p a la  k e lu a rg a /b u la n  atau 

60 lite r/o ran g /h a ri, a ta u  sebesar satuan  volume lainnya.

12. Tarif Air Minum yang se lan ju tn y a  disebut Tarif ad a lah  

keb ijakan  biaya jasa  layanan Air Minum yang d ite tap k an  

Kepala Daerah untuk  pem akaian  setiap  meter kubik 

(m3) atau satuan volume lainnya yang  d iberikan  oleh 

BUM D yang wajib dibayar oleh Pelanggan.

13. Tarif Rendah adalah Tarif b e rsu b sid i yang n ilainya 

lebih rendah d iband ing  Biaya D asar.

14. Tarif D a sa r  adalah Tarif yang nilainya sama a ta u  

ekuivalen dengan Biaya D asar.

15. Tarif Penuh adalah Tarif yang n ila inya  lebih tinggi 

d ibanding  Biaya D asar.

16. Tarif K esepakatan  adalah Tarif yang nilainya d ih itung  

b e rd asa rk an  k esep ak a tan  antara BUMD d a n  pelanggan.

17. Tarif R a ta -ra ta  a d a la h  total p e n d ap a ta n  Tarif dibagi total

volume air terjual.

BAB II

KETENTUAN TARIF

Pasal 2

(1) Penetapan tarif batas atas dan batas bawah air minum BUMD 

yang dimiliki Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan oleh 

Gubernur.

(2) Daftar struk tur tarif batas atas dan batas bawah setiap

kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum  pada lampiran yang m erupakan bagian tidak 

terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) Tarif air minum sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) 

dapat dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya 2 (dua) tahun 

sesuai dengan tingkat inflasi dan selambat-lambatnya 3 (tiga) 

tahun  dilakukan peninjauan tarif apabila terjadi perubahan 

komponen biaya atau 1 (satu) tahun bila terjadi sesuatu yang 

memaksa.
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(2) Penyesuaian dan peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usulan BUMD melalui 

Dinas Cipta Karya dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi

Tenggara.

(3) Tarif air minum ini tidak berlaku pada Tarif Khusus.

(4) Tarif Khusus pada ayat (3) sesuai kesepakatan BUMD dengan 

pelanggan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penem patannya daiam Berita Daerah 

Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di kendari
pada tanggal 01 Desember 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal 01 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum 

Setda Pr$v. Sultra

H. KAM-\RI, SH

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c 

Nip. 19621211 198803 1 001
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG PENETAPAN TARIF BATAS 

ATAS DAN BATAS BAWAH AIR MINUM 

BAD AN USAHA MILIK DAERAH

DAFTAR STRUKTUR TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH

No. Kabupaten / Kota Batas Atas 

4% UMK/10 

Rp/m3

Batas Bawah 

Tarif Dasar 

Rp/m 3 

(Perhitungan)

1 Kendari 11.830 7.926

2 Konawe 10.953 5.885

3 Baubau 10.953 10.000

4 Kolaka 10.953 7.295

5 Kolaka Utara 10.953 7.730

6 Kolaka Timur 10.953 6.624

7 Bombana 10.953 9.784

8 Muna 10.953 5.724

9 Wakatobi 10.953 10.000

10 Buton 10.953 10.000

11 Buton Selatan 10.953 10.000

12 Konawe Selatan 10.953 10.000

13 Buton Tengah (hasil SK) 10.953 5.545

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

AL1 MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum 

Setda Prfv. Sultra

Pembina Utama Muda, Gol. IV/ c 

Nip. 19621211 198803 1 001


